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RINGKASAN 

Tesis ini berjudul “Pengambilan Benda Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Tesis ini membahas mengenai perubahan mekanisme 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan muncul karena adanya 

perbedaan pengaturan antara Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang 

berdampak terhadap pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia. 

Tesis ini menguraikan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang 

memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia dalam hubungan pembiayaan. 

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia dapat melaksanakan 

eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Namun setelah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tidak dapat 

dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan 

pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. 

Pembahasan dalam tesis ini menganalisis keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 30 

Undang-Undang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 tetap 

mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 

namun penerapannya tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan objek 

jaminan secara langsung tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Pelaksanaan 

eksekusi harus dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau mekanisme pengadilan apabila 

terjadi penolakan dari pemberi fidusia. 

Tesis ini juga membahas adanya ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-

Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

Pasal 15 memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, sedangkan 

Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  batasan  dalam  pelaksanaannya  dengan 
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mengutamakan prinsip kepastian hukum dan due process of law. Ketidaksinkronan tersebut 

menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik pengambilan objek jaminan fidusia. 

Berdasarkan hasil pembahasan, tesis ini menyimpulkan bahwa diperlukan konstruksi hukum 

yang mampu menyeimbangkan kepentingan penerima fidusia dan pemberi fidusia. 

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap memberikan perlindungan terhadap hak 

penerima fidusia, namun dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas agar tidak 

menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan 

hukum bagi penerima fidusia dalam kegiatan pembiayaan. Namun, pelaksanaan eksekusi objek 

jaminan fidusia mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai 

keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia serta 

ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat karena tidak dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan 

mutlak bagi penerima fidusia untuk mengambil objek jaminan secara sepihak. Eksekusi harus 

dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan 

secara sukarela, atau melalui mekanisme pengadilan apabila terjadi penolakan. 

Ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga 

diperlukan harmonisasi norma agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. 
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ABSTRACT 

 

Keywords : Fiduciary Guarantee, Execution, Constitutional Court Decision. 

 

Fiduciary guarantee is a security institution that provides legal protection for fiduciary 

recipients in financing activities. However, the execution of fiduciary guarantee objects has 

changed after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, 

which interpreted Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. This 

thesis examines the validity and binding force of Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law 

and the disharmony between Article 15 and Article 30 after the Constitutional Court Decision. 

This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. 

 

 

The results show that Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee 

remains valid and legally binding because it was not annulled by the Constitutional Court. 

However, its implementation cannot be interpreted as an absolute authority for fiduciary 

recipients to take the guaranteed object unilaterally. Execution must be carried out based on an 

agreement regarding default and voluntary surrender of the object, or through court procedures 

if there is a refusal. The disharmony between Article 15 and Article 30 creates legal uncertainty; 

therefore, harmonization of norms is required to ensure legal certainty and balanced legal 

protection for the parties. 
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